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KPU tidak akan
netral kalau
anggota parpol
bisa masuk. 

JAKARTA — Sebelas
lem baga yang fokus terha -
dap masalah pemilu meno -
lak masuknya anggota par -
tai ke dalam Komisi Pemi -
lihan Umum (KPU). Mereka
sedang menggalang du -
kung an untuk menge luar -
kan petisi penolakan draf
revisi UU No 22/2007 ten -
tang Penyelenggara Pemilu.

Sebelas lembaga tersebut
di antaranya, KRHN, Cetro,
IPC, SPD, JPRR, SSS, Per -
ludem, Puskappol UI, TePI,
dan Sigma Indonesia. “Ko -
misi II DPR RI telah meram -
pok independensi penye -
leng  gara pemilu,” kata pe -
neliti KRHN, Very Junaidi,
Kamis (25/11), saat menyi-
kapi kesepakatan Komisi II
DPR yang menyetujui ang -
gota parpol boleh maju se -
bagai calon anggota KPU
jika telah mengundurkan di -
ri sebagai anggota parpol se -
hari sebelum mendaftar. 

Jika keputusan ini dija -
lankan, Verry menganggap,
KPU nantinya akan menjadi
tidak netral dan cenderung
menguntungkan partai ter -
tentu. Sekalipun calon par -
tai sudah mengundurkan
diri, keterkaitan dengan
par tai tidak akan bisa di le -
paskan. “Pengalaman buruk
Pemilu 1999 sangat mung -
kin terjadi,” kata Verry. 

Lalu, dari sisi peng awas -
an, dengan adanya orang

yang sudah pernah menjadi
anggota parpol, ki nerja Ba -
waslu akan menjadi lemah.
Sebab, orang-orang tersebut
akan cenderung mengaman -
kan serta mele gi timasi ke -
curangan dan pe nyim pang -
an yang dilakukan oleh par -
pol. “Sistem penye lengga -
raan pemilu yang baik tidak
akan berjalan ka rena in ter -
vensi kepentingan di da lam -
nya,” ujar Very.

Direktur Eksekutif Cetro,
Hadar Gumay, mengaku ke -
cewa dan prihatin atas ke -
putusan Komisi II itu. “Pe -
nolakan ini sebenarnya be -
sar, tapi DPR kita sepertinya
tidak peduli karena telah
ditutupi oleh keinginan
yang besar untuk ikut cam -
pur sebagai penyelenggara.”

Sebagai langkah lanjutan
dari penolakan ini, sebelas
organisasi itu saat ini sedang
menggalang petisi peno lak -
an. Saat ini, menurut Hadar,
sudah lebih dari 1.000 tanda
tangan yang telah dikum -
pulkan. 

Jika petisi ini ti dak bisa
menghasilkan per ubahan,
kesebelas lem ba ga itu akan
mendesak pe merintah untuk
menolak draf revisi UU Pe -
nye leng ga ra Pemilu. “Jika

pe merintah tidak bisa me -
ngeblok mere ka, kami akan
melakukan judicial review.”

Belum menyerah
Sementara itu, Fraksi

Par tai Demokrat (PD) yang
walk out saat voting peng -
ambilan keputusan atas draf
revisi UU No 22/2007 masih
belum menyerah. Mereka
akan tetap memper juang -
kan agar anggota parpol
yang masuk KPU sudah ha -
rus mengundurkan diri lima
tahun sebelumnya.

Ketua Umum Partai De -
mokrat Anas Urbaningrum
mengatakan, pembahasan
revisi UU No 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pe -
milu belum selesai. “Baru
proses pembahasan awal di
Komisi II, toh,” kata Anas. 

Diungkapkannya, masih
akan ada pembahasan lan -
jutan revisi UU No 22/2007
di panitia khusus (pansus)
bersama dengan pemer in -
tah. Dalam pembahasan
men datang, Demokrat akan
mengupayakan lagi ke ingin -
annya agar KPU tetap ber -
diri sebagai lembaga man -
di ri dan independen. ■ andri

saubani/rosyid nurul hakim/indira rezki -

sari, ed: joko sadewo

LSM Galang Petisi
Independensi KPU

JAKARTA — Sekitar 50
orang bupati se-Indonesia,
Kamis (25/11), melakukan
rapat dengar pendapat (RDP)
dengan Komisi II DPR. Me -
reka mengeluhkan tentang
minimnya Anggar an Belanja
Daerah (APBD) untuk alo -
kasi pembangun an.

Dalam RDP yang dipim -
pin Ketua Komisi II Chai ru -
man Harahap itu, Wakil Ke -
tua Umum Apkasi yang juga
Bupati Kuningan, Aang Ha -
mid Suganda, mengatakan,
lebih dari 80 persen kabu -
paten di Indonesia belanja
pegawainya lebih besar ke -
timbang belanja untuk pem -
bangunan atau sektor pub -
lik. Padahal, ini menjadi sa -
lah satu ciri pemerintahan
yang tidak baik.

“Kondisi ini disebabkan
oleh kenaikan gaji pegawai
tidak diiringi dengan pe -
nambahan dana alokasi
umum bagi daerah dan ka -
re nanya kami mengha rap-
kan DPR ikut memper ha -

tikan perimbangan kenaik -
an gaji dengan penerimaan
Dana Alokasi Umum (DAU)
bagi daerah,’’ kata Aang.

Sementara itu, juru bi ca -
ra Apkasi yang juga Bupati
Tanah Datar, Shadiq Pa sa -
digo, mengatakan, ada se -
jum lah kendala yang me re -
ka hadapi dalam hal biro -
krasi dan pelayanan publik.
Per soalan itu, di antaranya
ber kait dengan masalah ma -
na jemen kepegawaian, tidak
ada nya peraturan per un -
dang-undangan dari peme -
rintah pusat yang mengatur
standardisasi pendapatan
tam bahan bagi PNS, batas
usia pensiun PNS, pelak sa -
na an remunerasi PNS, serta
membengkaknya anggaran
pensiun.

Para bupati menyatakan,
baik buruk penyelenggaraan
pemerintah di daerah sangat
ditentukan kemampuan dan
mutu PNS selaku penye -
leng gara pemerintahan
mem berikan pelayanan ke -

pada masyarakat.
“Apkasi memandang

bah wa pelaksanaan otonomi
dae rah tidak akan maksimal
tanpa adanya birokrasi yang
kuat dan dengan sistem
yang efisien serta efektif,”
kata Sha diq, seperti dikutip
Antara. 

Para bupati itu juga me -
mandang perlu diperhatikan
masalah kualifikasi dan
kom petensi tenaga honorer,
administrasi, dan peng gaji -
an kepegawaian, hingga pe -
ninjauan kembali peraturan
pemerintah yang mengatur
ga ji bupati dan wakilnya.
Termasuk, masalah dana
ope rasional dan dana taktis.

Isu lain yang turut diba -
has dalam pertemuan itu, di
antaranya percepatan pem -
ba ngunan infrastruktur da -
sar di daerah, pember da ya -
an daerah perbatasan dan
kecamatan sebagai sentra
pelayanan di daerah, serta
masalah pertanahan dan re -
formasi agraria. ■ ed: joko sadewo

80 Persen Kabupaten, APBD-nya
Dialokasikan untuk Belanja Pegawai

Ikhsan Shiddieqy

JAKARTA — Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) meminta semua Per -
usahaan Jasa Tenaga Kerja
Indonesia (PJTKI) tidak la -
lai dalam menjalan tugas-
nya. Presiden menyampai -
kan hal itu menyusul insiden
penganiayaan dua orang te -
naga kerja Indonesia (TKI)
di Timur Tengah. 

“Saya ingin memastikan
semua perusahaan pengirim
tenaga kerja tidak lalai,” ka -
ta Presiden dalam Sidang
Kabinet Paripurna di Kan -
tor Presiden, Kamis (25/11).
Presiden menegaskan, dia
bersama Wapres Boediono
akan melakukan sidak pada

perusahaan-perusahaan itu. 
Jika ada kesalahan pada

perusahaan pengirim tenaga
kerja itu, kata Presiden, ma -
ka dampaknya bisa panjang
dan besar. “Kalau harus
mem berikan sanksi kita be -
ri kan sanksi. Ini soal manu -
sia, tidak boleh ada kelalai -
an apa pun,” kata Presiden.

Terkait masukan  mem -
buat undang-undang khusus
tenaga kerja wanita (TKW),
Presiden menilai itu usul
yang baik. “Bila Un dang-
Undang Ketenaga ker jaan
yang ada kandungannya
kecil, tidak lagi bisa me res -
pons apa yang ada seka rang
ini, kita bisa lakukan revisi
atau bisa saja diperlukan
undang-undang khu sus ten -

tang itu,” katanya. 
Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi (Mena ker -
trans) Muhaimin Iskandar
mengatakan, moratorium
TKI ke Arab Saudi menjadi
opsi yang dimiliki pemerin-
tah. “Kalau toh nanti me-
lak sanakan moratorium ha -
rus benar-benar dengan ke -
siapan yang total,” kata Mu -
haimin. 

Semua masalah di la -
pang an, kata dia, harus dis-
elesaikan secara simultan.
Salah satu penyelesaian ma -
salah yang dilakukan pe -
merintah adalah melakukan
pengetatan dalam pengirim -
an TKI ke Arab Saudi. 

Dalam melaksanakan
lang kah itu, Muhaimin

meng  aku sudah memberi
instruksi langsung kepada
Badan Nasional Perlin-
dung  an dan Penempatan Te -
naga Kerja Indonesia
(BNP2TKI). Selain penge-
tatan, lanjut Muhaimin, sis -
tem juga harus dibenahi.

Selain TKW, ujar Muhai -
min, pengiriman TKI jalan
terus. Termasuk tenaga ker -
ja formal. 

Sementara Ketua Fraksi
PKB DPR Marwan Jafar
me minta agar semua pihak
tidak memolitisasi TKI un -
tuk kepentingan tertentu.
“Kami mengutuk pihak-
pihak yang mengeksploitasi
buruh untuk kepentingan
mencari popularitas,” ung -
kap Marwan. ■ ed: joko sadewo

SBY Minta Ditegakkan Sanksi ke PJTKI Lalai

EFEKTIFKAN KOALISI
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, saat keluar ruangan, usai bertemu
di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (25/11). Pertemuan kedua pimpinan partai ini untuk mengefektifkan koalisi yang mereka bangun.

1. Menghambat kinerja
penyelenggara pemilu

● Pada tahapan aturan, mereka
akan memperjuangkan aturan
yang lebih menguntungkan
partainya. 

● Pada penetapan daftar pemilih,
mereka cenderung menggeser
orang-orang yang pro dan
kontra dengan partainya. 

● Pada proses pengesahan hasil
pemilu, bisa terhambat jika
ada yang tidak mau
memberikan tanda tangan. 

2. Saat verifikasi parpol peserta
pemilu, bisa muncul konflik
kepentingan.

Sumber: keterangan Cetro

Persoalan yang muncul jika parpol masuk KPU

TAHTA AIDILLA

Indira Rezkisari

JAKARTA — Pemerintah
mengusulkan syarat yang
lebih ketat bagi pendirian
partai politik dalam revisi
UU No 2 Tahun 2008 ten -
tang Partai Politik. Selain
mengajukan usul perubahan
pada pasal jumlah pendiri
partai, pemerintah meminta
pula partai memperbesar
sal do tabungan mereka.

Dalam rapat kerja de ngan
Komisi II DPR, ke ma rin, pi -
hak pemerintah di wakili
Men teri Dalam Ne geri Ga -
ma wan Fauzi serta Menteri
Hukum dan HAM Patrialis
Akbar. Gamawan mengusul -
kan perubahan da ri jumlah
pendiri partai politik yang
1.000 orang men jadi 625
orang. Perke tatan kemudian
diajukan lewat syarat kalau
partai bisa berdiri dengan
minimal 25 orang warga ne -
gara di se tiap provinsi.

Jumlah 625 orang diam -
bil Gamawan dari 25 orang
dikali 25 provinsi atau 75
persen dari total 33 provinsi
di Tanah Air. Sebelumnya,

da lam UU No 2 Tahun 2008,
dikatakan dalam pasal 2
ayat 1 partai politik didi ri -
kan dan dibentuk dengan
akta notaris oleh paling se -
dikit 1.000 orang WNI yang
telah berusia 21 tahun dan
tersebar di paling sedikit 75
persen jumlah provinsi.

“Tersebar supaya me wa -
kili Indonesia,” kata Ga -
mawan. Ditambahkannya,
syarat yang diusulkan pe -
merintah lebih berat dari
usulan perubahan DPR. Ang -
ka 75 persen dari 33 pro vinsi
tidak mudah untuk dipenuhi. 

Meski pemerintah meng -
usulkan jumlah pendiri par -
tai lebih sedikit, faktor ke-
ha rusan tersebar pada mi -
nimal 75 persen diharapkan
bisa menjadi upaya me nye -
derhanakan partai.

Syarat lain yang diminta
pemerintah terkait dengan
pasal 3 ayat 2 e. Pemerintah
meminta nominal rekening
par tai politik diubah dari
Rp 100 juta menjadi Rp 1
mi liar. Nilai Rp 1 miliar di -
pi lih sebab bila dibagi 33
pro vinsi, setiap provinsi

di hitung memiliki dana
sebesar Rp 30 juta.

“Rasanya Rp 1 miliar ti -
dak berat untuk partai ber -
ukuran nasional,” katanya.
Nilai Rp 100 juta, seperti
ter tera dalam UU No 2 Ta -
hun 2008, dirasa perlu dire -
visi sebab tidak menun juk -
kan kekuatan partai politik. 

Masih ada tiga usulan
lain dari pemerintah, yakni
terkait dana pendidikan
politik, pertang gungjawab -
an keuangan partai yang
ter ukur per tiga bulan atau
enam bulan setelah pemilu,
serta lambang partai.

Wakil Ketua Komisi II
dari PDIP, Ganjar Pranowo,
mengatakan, usulan pe me -
rintah sebenarnya sejalan
dengan semangat partai da -
lam parlemen. “Relatif se -
mangatnya sama, dalam dua
kali rapat, saya percaya re vi -
si sudah bisa jadi,” ujarnya.

Tak heran, kata Ganjar,
kalau dalam sidang tadi pe -
merintah berani menawar -
kan penyelesaian revisi un  -
dang-undang ini pada ta hun
ini juga. ■ ed: joko sadewo

Pendirian Partai Diperketat
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rehat

Mengasah
Ketajaman
Mata Hati

Oleh Ustaz Muhammad Arifin Ilham

hikmah
“Katakanlah. ‘Inilah jalanku. Aku

dan orang-orang yang mengikutiku
mengajak (kamu) kepada Allah de -

ngan hujah (argumentasi) yang nyata.
Maha Suci Allah. dan aku tiada ter-
masuk orang-orang yang musyrik’”.

(QS Yusuf [12]: 108).

Ayat di atas merupakan
ajakan untuk taat kepada
Allah dan Rasul-Nya de  -

ngan berbasis hujah. atau argu-
mentasi. Sebuah ayat untuk
menegaskan bahwa kehidupan
keberagamaan seseorang harus
dibangun berdasarkan argumen-
tasi yang kuat. melalui ketajaman
mata hati. atau basirah. 

Semakin luas dan tajam basi -
rah seseorang. semakin serius

pula amaliah dan praktik keber-
agamaannya. Keikhlasan dan
keistikamahan akan lahir dengan
sendirinya. Dalam ayat di atas.
Allah mendampingkan proses
kewajiban dakwah dengan basi -
rah sebagai sebuah kewajiban
syari yang dituntut oleh Islam. 

Ibnu Katsir mengidentifikasi ba -
sirah sebagai sebuah keyakin an
yang berlandaskan argumentasi
syari dan aqli yang kokoh. ser ta
tidak taklid buta. Menurut
Syaukani. basirah adalah penge-
tahuan yang mampu memilah yang
hak dari yang batil. benar da ri
salah. dan begitu seterusnya. 

Untuk mendapati ketajaman
basirah. banyak amaliah yang

harus dipenuhi. Pertama. adanya
sebuah kesadaran niat yang be -
nar. Karena. niat yang salah akan
turut mempengaruhi kinerja dan
mengakibatkan kerja yang asal-
asalan. Terlebih. ibadah dan ama -
liyah ketaatan cenderung naik
turun. Inilah rahasianya mengapa
setiap amal dalam Islam harus
didasari niat yang benar dan
tulus karena Allah. 

Kedua. untuk menajamkan ba -
sirah. mutlak seseorang harus to -
bat secara sungguh-sungguh. (QS
At-Tahrim [66]: 8). Ketiga. menyi -
sihkan hasrat dunia dengan tak
tebersit untuk menabung banyak
dosa dan maksiat. (QS Al-Hujurat
[49]: 11). Keempat. serius men-

jaga amalan wajib dan meng hi -
dup kan yang sunah (QS Thoha
[20]: 90).

Kelima. menghidupkan waktu
terutama di malam hari dengan
banyak berzikir dan bermuha -
sabah. Siang banyak berbuat
kebajikan dan malam tidak
dihabiskan dengan tidur.
“Sesung guhnya. mereka sebelum
itu di dunia adalah orang-orang
yang berbuat dengan ihsan. Di
dunia. mereka sedikit sekali tidur
pada waktu malam. Dan. selalu
memohonkan ampunan di waktu
pagi sebelum fajar”. (QS Adz-
Dzariyat [51]: 16-18).

Hal lain adalah menumbuhkan
rasa takut terhadap hisab akhi-

rat. Selain itu. perlu melatih ke te -
kunan. kesabaran. dan kokoh ter-
hadap gempuran godaan. Dari ti -
tik inilah. seseorang secara perla-
han akan memiliki ketajaman ma -
ta hati sehingga ama liah dakwah-
nya akan senantiasa dinamis dan
cerdas mencari krea tivitas baru
dalam berdakwah. 

Contoh sosok yang memiliki
basirah mengagumkan adalah
Nabi Nuh AS. Di tengah peno-
lakan kaumnya. ia tetap mencari
terobosan baru dalam berdak-
wah. Ia tetap komit dan tegar.
bahkan mencari alternatif sarana
dakwah yang beragam sesuai
dengan kondisi dan tuntutan
kaumnya. ■

Ketua KPK baru jangan takut ancaman
Muka boleh Rinto, tapi hati Rambo

Kualitas air di Jakarta parah
Apalagi ahlinya ...

Syalabi Ichsan,
Abdullah Sammy

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono akhirnya me -
milih mantan wakil jak -
sa agung Basrief Arief se -
bagai jaksa agung baru
pengganti Hendarman
Su pandji. Basrief dinilai
lebih mudah diterima
berbagai kalangan.

Menurut pakar hu kum
tata negara Irman Putra

Sidin, pemilihan Basrief didasarkan faktor
penerimaan. Selain mampu diterima semua
kalangan di dalam dan luar kejaksaan,
hubungan Basrief de ngan praktisi hukum
dan LSM terbilang cu kup baik. “Mungkin
dia menjadi figur yang bisa diterima semua
pihak. Ini yang mung kin jadi pertimbangan
dia dipilih,” kata Irman, Kamis (25/11).

(dalam rupiah)
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Basrief Lebih
Mudah Diterima

Bersambung ke hlm 11 kol 1-2

Hiru Muhammad

SEOUL — Ketegangan di Semenanjung
Korea tampaknya belum akan mereda.
Serangan mendadak Korea Utara terhadap
Pulau Yeonpyeong, Selasa (23/11) lalu, men-
dorong Korea Selatan mengevaluasi kebi-
jakan pengerahan kekuatan militernya.

Sekretaris Senior Kepresidenan Korsel
Hong Sang-pyo mengatakan, Pemerintah
Korsel akan memakai aturan penggunaan
kekuatan militer (rules of engagement) yang
baru untuk mengubah paradigma yang
dipakai selama ini dalam merespons apa
yang disebutnya sebagai provokasi Korut.
Menurutnya, aturan penggunaan kekuatan
militer Korsel selama ini lebih bersifat pasif.

“Pemerintah telah memutuskan untuk
meningkatkan kekuatan militer, termasuk
pasukan darat di lima pulau di Laut
Kuning. Kami juga akan mengalokasikan
dana lebih banyak untuk menghadapi

Korsel Bakal
Lebih Agresif

Bersambung ke hlm 11 kol 3-7

Rosyid Nurul Hakim,
Andri Saubani

Bekerja hanya setahun,
Busyro diminta
maksimal.

JAKARTA — Busyro Mu -
qod das terpilih menjadi ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) yang baru lewat hasil
voting di Komisi Hukum (III)
DPR, Kamis (25/11). Busyro pun
berjanji dalam kepemimpinan-
nya tidak akan ada kompromi
bagi korupsi.

“Dalam kesempatan ini saya
mendeklarasikan, tidak ada kom-
promi dalam penegakan hukum.
Prinsipnya, semua orang sama di
mata hukum,” kata Busyro dalam
jumpa pers menanggapi putusan
DPR, Kamis (25/11) sore.

Busyro juga menegaskan, seba -
gai penegak hukum, ia akan

berani berseberangan
dengan pihak mana
pun, termasuk bila
ter jadi dengan Istana
Negara. “Kalau su -
dah di wilayah hu -
kum. Ada fakta hu -
kum didukung dengan
bukti-bukti. Ya, sudah

kita jalan saja,” kata dia. 
Dalam voting pemilih -

an ketua KPK, Busyro
mem peroleh 43 suara, semen-

tara kandidat lainnya Bibit
Samad Rianto memperoleh 10 suara, dan
Mochamad Jasin memperoleh dua suara.
Haryono Umar dan Chandra M Hamzah
tidak memperoleh suara. Tidak ada
suara abstain dalam voting ketua KPK.

Sebelum pemungutan suara dilaksa -
nakan, sempat muncul usulan dari Wa -
kil Ketua Komisi III DPR dari FPKS,
Fahri Hamzah, untuk menetapkan Busy -
ro menjadi ketua KPK secara aklamasi.
Namun, usulan Fahri diganjal protes
oleh Fraksi Golkar, sementara delapan
fraksi lainnya mendukung usul PKS. 

Politikus Golkar, Nudirman Munir,
mengatakan, cara aklamasi tak cocok
dengan prinsip demokrasi. Padahal,
sebelumnya Fraksi Partai Golkar turut
mengaklamasi keputusan jabatan ketua
KPK kali ini hanya berlaku setahun. 

Lantaran tidak tercapai kata mufa -
kat, Ketua Komisi III Benny K Harman
mengambil langkah voting. Sebelumnya,
Busyro juga menyingkirkan Bambang
Widjojanto dalam pemilihan calon pim -
pinan KPK lewat voting 34 suara me -
lawan 20 suara dan satu suara abstain.

Bambang mengaku tidak kecewa
karena tak lolos jadi pimpinan KPK.
“Masalahnya bukan kecewa atau tidak.”
Ia berpesan dua hal kepada Busyro. Per -
tama, tantangan terberat KPK ada lah
mengembalikan kepercayaan publik
pada penegakan hukum. Kedua, KPK
harus melakukan polling untuk memilah
mana kasus yang perlu diprioritaskan.

Ketua Umum DPP Partai Golkar
Aburizal Bakrie mengatakan, Busyro
adalah pilihan terbaik. Ical mengharap  -
kan, kepemimpin an KPK yang baru bisa
memberikan gai rah baru dalam menye-
lesaikan kasus-kasus besar. 

“Busyro orangnya tenang. Insya Allah
bisa selesaikan kasus-kasus yang ter -
sisa,” kata Ical. Ical mengingatkan kerja
KPK bukanlah kerja individual, me -
lainkan bersifat kolektif. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum
Ke jakgung, Babul Khoir Harahap, ber -
harap kepemimpinan Busyro bisa mem -
buat kerja sama Kejakgung-KPK ber-
jalan lebih baik. “Diharapkan hubung -
an KPK dengan kejaksaan bisa lebih
bersinergi kembali,” katanya.

Wakil Koordinator Indonesia Corrup -
tion Watch, Emerson F Juntho, menyo -
roti waktu setahun untuk memberantas
korupsi dan memim pin KPK sangat sulit
untuk optimal. “Minimal pimpinan KPK
diberi kesempatan bekerja selama empat
tahun,” kata Emerson. 

Pengamat politik Charta Politika
Yunarto Wijaya menilai, DPR memilih
Busyro karena nyaman dengan gayanya
yang moderat dan tidak agresif.  Ia
mengkhawatirkan karakter Busyro akan
dimanfaatkan oleh DPR  sehingga KPK
tidak cukup agresif.

■ fitriyan zamzami/antara ed: stevy maradona 

Abdullah Sammy,
Fitriyan Zamzami

T iga sajadah digelar di sudut
ruang kantor Ketua Komisi
Yudisial Busyro Muqoddas

Kamis (25/11). Waktu memang sudah
ma suk shalat Ashar. Busyro sudah
siap menjadi imam, sedangkan dua
stafnya menjadi makmum. 

Pada saat yang nyaris sama di Ge -
dung DPR, Ketua Komisi Hukum (III)

DPR Benny K Harman mengetok palu
untuk hasil akhir voting pemilihan
pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).  Busyro mengungguli
rekannya, Bambang Widjojanto, da -
lam pemungutan suara tersebut.

Tiba-tiba pintu ruangan Busyro di -
ketuk. Dari balik pintu muncul sosok
Komisaris KY, Sukoco Suparto. Ia
segera menghampiri Busyro dan men-
julurkan tangannya, mengucapkan
selamat. 

“Selamat atas terpilihnya, Pak.

Maaf mengganggu, tapi karena saya
mau pulang lebih dahulu, saya harus
ucapkan selamat dulu,” kata Sukoco
kepada Busyro, seperti ia ceritakan
kembali pada Republika, Kamis sore. 

Ucapan selamat dari sang bawah -
an ditanggapi hangat oleh Busyro.
“Terima kasih. Mohon dibantu doa -
nya. Jangan putus silaturahim dan
tau siyah kita bersama,” pesan Busyro
se perti dituturkan Sukoco.  

Kalem tapi Tegas
Pengawal Baru Hukum (Bagian 1)

Bersambung ke hlm 11 kol 3-7

Kepemimpinan
Low Profile
–– Hlm 11

Busyro: Tak Ada Kompromi

REPUBLIKA LIPSUS
Duka

Indonesia
Hal 5

● Basrief Arief

ILUSTRASI: DA’AN YAHYA



hukum REPUBLIKA
Halaman >>

Jumat >26 November 2010

2

A Syalaby Ichsan 

JAKARTA –– Pasal yang
dikenakan kepada mantan
ketua tim peneliti jaksa pe -
neliti kasus mafia pajak Ga -
yus H Tambunan, Cirus Si -
naga, dan eks penasihat hu -
kum Gayus, Haposan Huta -
ga lung, dapat bertambah.
Me nurut Kadiv Humas Pol -
ri, Irjen Pol Iskandar Hasan,
mereka dapat dikenakan
pasal penipuan dan peme-
rasan.

“Pemeriksaan kepada
orang lain terkait Haposan,
Masno, dan Cirus bisa akan
berkembang menjadi an -
caman 368 dan 378 KUHP,
yakni pemerasan atau pe -
nipuan. Tapi, itu nantinya
akan ditetapkan oleh pe -
nyidik,” ujar Iskandar di
Mabes Polri, Jakarta, Kamis
(25/11). Menurutnya, kepas-
tian tersebut dapat dilaku -
kan penyidik dalam gelar
perkara pada Jumat (25/11),
Cirus dan Haposan terbuk-
ti melakukan penyuapan
dan pemerasan.

Iskandar menegaskan
bah wa sebenarnya, baik Ci -
rus maupun Haposan, ke -
dua nya dilaporkan atas du -
gaan pemalsuan rencana

penuntutan (rentut) terha -
dap Gayus dalam perkara
penggelapan dan pencucian
uang di Pengadilan Negeri
Tangerang. Oleh karenanya,
pasal yang dikenakan baru
sebatas 263 KUHP, yakni
soal pemalsuan dokumen.

Cirus diduga membocor -
kan rentut R455 kepada Ha -
posan, yang kemudian di pal -
sukan oleh Haposan men jadi
rentut bernomor R431. Da -
lam hal ini Gayus sempat
mengaku telah mem berikan
uang senilai 50 ribu dolar AS
untuk Hapo san agar tuntu-
tannya ber ubah menjadi
tun tutan percobaan.

Menurut Iskandar, dua
rentut itu kini sudah di sita
untuk dijadikan ba rang buk -
ti. Iskandar meng ung kapkan
rentut asli disita dari kejak-
saan agung, se dangkan ren -
tut palsu disita dari Gayus.
Iskandar me nga takan, kedua
rentut itu sedang diteliti di
laboratorium forensik Mabes
Polri untuk dicocokkan.

“Sekarang keduanya su -
dah dikirim ke labfor untuk
dicek bagaimana kemirip -
annya antara yang asli dan
fo  tokopi. Bahwa antara ba -
rang bukti asli dan foto kopi
ada kemiripan-kemiripan

atau kejanggalan-ke jang -
galan akan dijelaskan,”
ujar  nya. Selain rentut, ba -
rang bukti lainnya yang su -
dah disita penyidik adalah
mesin faks penerima yang
ada di Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan) dan mesin
pengirim faks yang ada di
Kejaksaan Agung. 

Menurutnya, terdapat
beberapa tambahan saksi
yang diperiksa di luar se -
puluh saksi yang diajukan
Kejaksaan, yakni pegawai
Haposan, Masno; Gayus;
dan beberapa tambahan, se -
perti staf bagian tata usaha
Kejaksaan Negeri Tange -
rang, Kejaksaan Negeri Ja -
kar ta Selatan, dan Kejak sa -
an Agung. 

Dalam kesaksian di per-
sidangan, mantan pegawai
Dir ektorat Jenderal (Ditjen)
Pajak Gayus HP Tambunan
menyebutkan, dia menye -
tor kan uang 50 ribu dolar
AS sebanyak dua kali sesuai
rentut. Jaksa Cirus dan Fa -
dil Regan merupakan ang -
gota jaksa penuntut atas
perkara Gayus yang diduga
menggelapkan uang pajak
Rp 395 juta milik pengusa-
ha asal Korea.

� ed: muhammad subarkah

Cirus dan Haposan
Terancam Pasal Pemerasan

A Syalaby Ichsan,
M Ikhsan Shiddieqy

ICW mensinyalir
kasus Gayus
diloka lisasi hanya
sampai perwira
menengah.

DENPASAR — Anggota
Komisi Kepolisian Nasional,
Novel Ali, meminta Polri
tidak bekerja sendiri dalam
menangani masalah Gayus
H Tambunan. Ia meminta
lembaga itu transparan ke -
tika melakukan pengusutan
kasus tersebut.

“Kami mengharapkan,
untuk kasus Gayus ini, Polri
bekerja sama dengan lem -
baga lain, seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) dan lembaga swa da -
ya masyarakat,” katanya di
Denpasar, Kamis (25/11).

Meskipun ia sangat yakin
bahwa polisi mampu me -
nyelesaikan kasus pelesiran
Gayus ke Bali, polisi harus
menggandeng lembaga lain.
“Kalau mau tuntas, Polri
harus menggandeng lem ba -
ga lain. Lembaga-lembaga
ini harus diakomodasi. De -
ngan catatan, tidak berten -
tangan dengan peraturan
perundang-undangan.”

Dikatakannya, di tengah
kepercayaan rakyat Indo -
nesia terhadap kinerja polisi
yang makin menurun, Polri
harus mengusut tuntas ka -
sus Gayus ini secara ter -
buka. Menurut dia, kasus

kaburnya Gayus dari Ru -
mah Tahanan Brimob meru -
pakan ujian berat bagi Polri. 

“Masalah kasus kabur nya
Gayus dari simbol ke per -
kasaan itu jelas men co reng
citra polisi. Agar ke per ca -
yaan terhadap Polri bisa
pulih kembali, Polri ditun -
tut untuk menyelesaikan ka -
sus dengan cepat,” kata No -
vel, seperti dikutip An tara.

Berbeda dengan Novel,
Indonesia Corruption Watch
(ICW) terus mendesak KPK
agar segera mengambil alih
dan menuntaskan kasus itu.
Bahkan, aktor intelektual
kasus itu juga harus bisa di -
ungkap.

Dalam rilisnya seperti di -
kutip Antara, ICW menya-
ta kan, terdapat berbagai
fakta kejanggalan dalam
ka sus Gayus. Misalnya, Ga -
yus hanya dijerat pada ka -
sus PT SAT dengan ke ru -
gian negara Rp 570 juta,
padahal terdapat pula kasus
kepemilikan rekening Rp 28
miliar dan juga kasus save
deposit sebesar Rp 75 miliar.

Selain itu, ICW juga men -
sinyalir pihak kepolisian
cenderung membatasi atau
melokalisasi kasus ini hanya
sampai kepada perwira me -
nengah, yakni Kompol Ara -
fat dan AKP Sri Sumartini.
Pada sisi lain, ICW meng -
amati, sejak Maret 2010, se -
benarnya KPK sudah mem -
berikan sinyal bahwa me -
reka siap mengambil alih
ka sus Gayus. Apalagi, bila
mengacu pada UU Nomor
30 Tahun 2002 tentang
KPK, secara yuridis formal
KPK sudah berwenang un -
tuk melakukan supervisi

ter hadap kasus itu.

Gelar perkara
Di tempat terpisah, Ba -

reskrim Mabes Polri me nya -
takan akan melakukan gelar
perkara bersama dengan
Kejaksaan Agung, Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK), Satgas Pemberan -
tas an Mafia Hukum, Pro -
pam, dan Irwasum terkait
kasus mafia pajak.

Penasihat ahli Kapolri,
Kastorius Sinaga, menya -
takan, gelar perkara dila ku -
kan pada Selasa (30/11). Ge -
lar perkara itu akan meng -
eva luasi mengapa Polri ti -
dak dapat mengungkap sia -
pa perusahaan-perusahaan
yang menurut Gayus meng -
isi pundi-pundinya hingga
lebih dari Rp 100 miliar. Se -
lain itu, kata dia, untuk
mengklarifikasi tudingan
bahwa Polri tidak trans-pa -
ran dalam menyelidiki ka -
sus tersebut.

“Sekarang, masalahnya
adalah perusahan itu me -
nurut Gayus berasal dari ti -
ga perusahan Bakrie. Na -
mun, alat-alat bukti yang
me ngatakan delik materi
untuk penyuap itu belum di -
miliki polisi,” jelasnya.

Sementara itu, Kadiv
Hu mas Polri, Irjen Pol Is -
kan dar Hasan, menjelaskan,
Bareskrim memang akan
mengevaluasi asal usul uang
senilai Rp 74 Miliar dalam
safety deposit box milik Ga -
yus di Bank Mandiri. Selain
itu, Polri juga sudah me nyi -
ta harta benda Gayus, se -
perti rumah di Kelapa Ga -
ding, Jakarta Utara, dan
mo bil.  � ed: muhammad subarkah

Polri tak Bisa Usut
Gayus Sendirian

JAKARTA — Kuasa hu -
kum Susno Duadji, Ari Yu -
suf Amir, terlibat adu mulut
dengan jaksa penuntut
umum dalam sidang dugaan
korupsi pemotongan dana
pengamanan Pilkada Jawa
Barat 2008.

Adu mulut dipi cu saat
Ari beranggapan bah wa sa -
lah seorang saksi bernama
Ani Mulyani dari Polres Ma -
jalengka mem berikan ke te -
rangan yang tidak sesuai de -
ngan berita acara peme -
riksaan (BAP).

“Ibu bohong besar karena
keterangan ibu tidak sesuai
dengan yang ada di BAP. Di
BAP, ibu tidak bilang bahwa
pemotongan itu atas kebi -
jakan kapolda,” kata Ari di
Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, Kamis (25/11). Saat
itu, saksi setiap ditanya se -
lalu menjawab lupa.

JPU membela saksi de -
ngan mengatakan bahwa lu -
pa merupakan hal manu sia -
wi. Ari berbicara dengan na -
da yang keras sehingga ha -
kim ketua pun segera mem -
peringatkan dia. “Vo lu me -
nya tolong dikecilkan,” kata
ha  kim ketua Charis Mar di -
yanto.

Entah apa yang memulai
adu mulut, tiba-tiba setelah
sidang Ari berbicara dengan
nada keras kepada JPU. “ Eh,
kamu jangan tunjuk-tun juk,”
kata dia. Berun tung, adu mu -
lut ini segera di lerai. “Pro fe -
sional saja. Banyak bersa -
bar,” ujar Har yawan, salah
seorang JPU, saat dikonfir -

masi atas pe ristiwa itu. 
Ari menilai, keterangan

pa ra saksi berbeda dengan
sak si sebelumnya. “Seperti
ada yang mengarahkannya,”
kata Ari tanpa memerinci
sia  pa orang yang mengarah -
kan.

“Sekarang, sudah ter ung -
kap semuanya bahwa be gitu
lemahnya perkara ini dan
cerobohnya jaksa untuk
meneruskan kasus tersebut
ke persidangan. Jadi, itu
yang membuat kita kesal.” 

Keterangan saksi
Sementara itu, dalam ke -

terangannya di persidangan,
enam saksi dari Polres Tasik,
Polres Indramayu, Polwil
Cirebon, Polres Kuningan,
Polres Majalengka, dan Pol -

res Kabupaten Cirebon
meng akui bahwa ada kebi -
jakan dari Susno un tuk me -
motong dana hibah peng -
amanan Pilkada Jabar ta -
hun 2008.

Pengakuan ini didapat
setelah hakim mem perta -
nya kan siapa yang me me -
rintahkan pemotongan dana
hibah itu. Para saksi itu
mengaku mendapatkan pe -
rintah lisan dari kasubdit
akun Polda Jabar yang saat
itu dijabat Kompol Iwan
Gustiwan. “Kata Pak Iwan,
itu atas kebijakan kapolda.
Saat itu, dijabat Pak Sus -
no,” ujar mereka.

Keterangan itulah yang
kemudian membuat kuasa
hukum Susno meradang.

� c31, ed: muhammad subarkah 

Pengacara Susno dan Jaksa Adu Mulut

PEMILIHAN KETUA KPK
Seorang petugas mengangkat surat suara usai pemilihan pimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Komisi III DPR,
Jakarta, Kamis (25/11). Dalam pemilihan ini Muhammad Busjro Muqodas terpilih sebagai Ketua KPK.

PERAMPOKAN DAN PEMBUNUHAN
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Edward Aritonang (tengah), memberikan keterangan tentang kasus
perampokan dan pembunuhan terhadap pemilik Toko Siranda, Dullah Sarengat (68), di Mapolda
Jateng, di Semarang, Kamis (25/11). Polisi berhasil menangkap dua tersangka pelaku kasus keja-
hatan itu hanya beberapa jam setelah kejadian.
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